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Abstract: Thisarticle focuses on the interpretation of |ndonesian education elites on the education
ideology represented in the politics of education which takesthe form of National Education System
Bill Number 20 Year 2003. It isbased on aresearch which concerned acouple of questions: 1) how did
Indonesian education elites interpret the foundation, curriculum and management of national
education?2) isIndonesian ideol ogy of education categorizedin O’ Neill’s education ideol ogy theory,
and why? The research used two main theories: (1) O’ Neill’s education ideol ogy theory and Nelson
dialectic theory, and (2) Putnam theory on elite identification. There were ten informants in the
research, and the data collected was in the form of statute documents and interview transcripts.
Individual analysis unit used human instrument. The data were analyzed using Strauss and Corbin
model. The research resulted in two main findings. First, based on the interpretation of Indonesian
education €lites, the foundation, curriculum and management of national education were considered
to have the characteristics of both social conservative ideology and liberal ideology. Second, based
on the strategic interpretation and positional cluster of Indonesian educational elites, Indonesian
educational ideology could be categorized into conservative ideology, while based on the non
strategic interpretation and reputation cluster, theideology could beincludedin compromistic liberal
ideol ogy.
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh enam hal yang
mendasar. Pertama, berangkat dari perdebatan anta-
raperspektif sistem formal dan pespektif prosesatau
problematis. Pertikaian perspektif yang terjadi sejak
tahun 1960-an itu masih berkecamuk sampai seka-
rang. Perspektif sistem formal yang menerapkan sis-
tem filsafat umum ke dalam bidang pendidikan me-
nguasai kajian ideologi pendidikan segjak 1950-an
(Butler,1951; Brameld, 1955, 1961) Sedangkan per-
spektif proses atau problematis dengan metode se-
mantis, rasional, dan empiris, melakukan penolakan
terhadap perspektif sistem formal segjak 1960-an
(Brubacher,1962; Scheffter, 1965; Scoltis, 19664,
1966b, 1968; Peters, 1966); kedua, perdebatan kon-
sepsi tentang klasifikas ideologi pendidikan, di antara-
nyatokoh-tokoh seperti Brubacher (1962), O’ Neill
(1981), Freire, dkk., (2003), dan Giroux & McLaren
(1989); ketiga, adanyasgjumlah problematikapendi-
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dikan Indonesiayang berimplikasi padaideologi pendi-
dikan; keempat kel angkaan kgjian ideologi pendidikan
Indonesia, kelima adanya pro-kontra Undang-Un-
dang Sistem Pendidikan Nasional, dan keenam, ada-
nyatumpuan harapan terhadap dlite pendidikan Indo-
nesia

Fokuskajian penelitian ini adalah mengenai inter-
pretasi elite pendidikan Indonesiaterhadap ideol ogi
pendidikan nasional yang direpresentasikan melalui
politik pendidikan sebagai manatertuang dalam pro-
duk palitik berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi
tigakomponen pendidikan: landasan pendidikan, kuri-
kulum, dan manajemen pendidikan. Manfaat pendliti-
anini menghasilkan pemahaman, konsep-konsep, dan
proposisi-proposis tentang ideologi pendidikan nasio-
nal, yang secara teoretis dapat dipergunakan untuk
merevis teori tentang ideol ogi pendidikan O,Neill dan



Nelson, dan secarapraktis, hasil kgjian ini dapat di-
pergunakan untuk pertimbangan paraelite pendidikan
dalam penerapan ideologi pendidikan nasional, dan
untuk mengis kel angkaan kagjian tentang ideol ogi pen-
didikan di Indonesia.

Konsep Ideologi dan Ideologi Pendidikan

Shils, Lane, dan Erikson, berpendapat bahwa
Ideologies are sets of beliefs that enable people
to explain and justify a society they would prefer.
An ldeology includes assumptions about the na-
ture and purpose of society and the related nature
of individuals (Shils, 1968); it provides criteria
againt which one can judge human life and soci-
ety (Lane, 1962); and it provides a means for
self-identification (Erikson, 1960)

Bagai manaterapannyadalam bidang pendidik-
an? Christenson dkk. menyatakan bahwa: 1deologies
are basic rationales for divergent educational
views to either sustain, alter, or overthrow the
contemporary school. (Christenson et al., 1971).
Each ideology also provides grounds for unity
around its beliefs. Thus traditionalist share a gen-
eral view that schools ought to follow time-honor-
ed ideas, practices, and authorities from a previ-
ous golden age education. Progresivists share a
different view-that schools must be flecksible,
child-centred, and contemporary. Radical educa-
tional ideologies from both the right and left wing
(e.g. liberationists, reconstructionists, abolition-
ists, and extreme eliteists or egalitarians) provide
their views of schooling, from advocating the abo-
lition of public schools to espousing the use of
the schools for social criticism and the overthrow
of oppressors.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat
dipahami bahwa suatu ideologi pendidikan bersifat
dinamis, niscayamengalami pertumbuhan, perkem-
bangan, dan keragaman. Meskipun ideol ogi berope-
ras dalam bentuk jamak, tetapi suatu ideologi memili-
ki misi utamayang sama, yaitu diniatkan untuk ‘ me-
manusiakan manusia (Kant dalam Danim, 2003;
Freire, Fromm dan lllich, 2003).

Elite Pendidikan dan Interpretasi |deologi me-
lalui Analisis Wacana

Teori eliteyang digunakan dalam kajianini ada-
lah teori analisiselite Robert D. Putnam, meliputi a
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nalisis posisional dan reputasional sertaanalisiskepu-
tusan strategis dan nontrategis. Teori analisis €elite
Robert D. Putnam memberi jalan untuk mengidentifi-
kasi elite pendidikan yang diperlukan untuk mengin-
terpretasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Teori wacana dalam ilmu sosial berkembang
berkat pemikiran L ouisAlthusser dengan konsepnya
mengenai ideologi, Antonio Gramsci dengan konsep-
nyamengenai hegemoni, dan Michel Foucault dengan
konsepnya mengenai formasi wacana. Pada pihak
lain, dalam model analisisterdapat sumbangan besar
dari Roger Fowler, Theo van Leeuwen, Sara Mills,
TeunA. van Dijk, dan Norman Fairclough. Fairclough
(1992) yang menyatakan bahwawacanatermanifes-
tasi melalui berbagai bentuk khusus yaitu dengan
penggunaan bahasadan simbol yang lain. Oleh kare-
naitu, wacanatidak dapat dilihat hanya sebagai re-
presentasi entitas dan hubungan sosial, melainkan se-
bagai sebuah konstruksi.

Berdasarkan batasan dan pengertian di atas, Eri-
yanto (2001) menyarikan pandangan Teun A. van
Dijk, Fairclough, dan Wodak sebagai karakteristik
penting dari analisis wacana. Karakteristik penting
itumeliputi: (1) wacanasebagai tindakan, (2) konteks
sosial wacana, (3) konteks historiswacana, (4) perta-
rungan kekuasaan dalam wacana, dan (5) wacana
sebagai praktik ideologi.

Rumpun ldeologi Pendidikan Konservatif

Adasgumlah aliran dalam rumpunideologi pen-
didikan konservatif yang secara substantif memiliki
kemiripan dalam menginterpretas pendidikan. Aliran-
aliran yang dimaksudkan adalah fundamentalisme,
perenialisme, esensialisme, intel ektualisme, dan fung-
sionalisme. O’ Neill menyatakan: The Conservative
educational ideologies consist of three basic tra-
dition-educational fundamentalism, educational
intellectualism, and educational conservatism.
They range from the religious expression of edu-
cational fundamentalism, at the most conservative
or authoritarian end of the spectrum, to the secu-
lar variety of educational conservatism, at the
least conservative end (O’ Neill, 1981:62).

Istilah ideologi konservatif dikemukakan oleh
Henry Giroux & Aronowitz (1993) dan O’ Neill
(1981), sedangkan Brameld menggunakan sebutan
perenialisme dan esensialisme, kemudian Freire
(1999) menggunakan sebutan kesadaran magis



70 JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN, VOLUME 17, NOMOR 1, APRIL 2010

(magical consiousness). Giroux & Aronowitz
(1993) dan Giroux & MacL aren (1989) menyatakan
bahwaideologi konservatif berkeyakinan bahwaketi-
daksederajatan masyarakat merupakan hukum alam.
Ideologi konservatif, selain memiliki kemiripan inter-
pretasi dengan kesadaran magis, jugamemiliki kemi-
ripan dengan perenialisme, esensialisme, fundamen-
talisme, dan intelektualisme. Perenialisme berpan-
dangan bahwa sasaran yang pantas dicapai oleh pen-
didikan adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip ten-
tang kenyataan, kebenaran, dan nilai-nilai yang abadi,
tak terikat ruang. Pereanialisme berakar padatradisi
filosofi yang bisadilacak kembali ke filosofi Plato,
Aristoteles, dan ThomasAquinas, yang mengajukan
pandangan bahwa keberadaan pola-pola tidak bisa
berubah dan bersifat universal, yang melatari dan
menentukan seluruh objek serta peristiwa yang ada
dalam kenyataan. Cara pandang budayamenyeluruh
ddam perenialismebersifat mundur (regresif); iaber-
usahamemulihkan tol ok ukur mutlak yang mengatur
duniazaman kuno dan zaman pertengahan, dan me-
ngandung sifat menentang demokrasi yang murni
(O'Neill, 1981).

Bagi seorang esensialis, sasaran utama pendi-
dikan adalah untuk mengenal kan siswakepadakarak-
ter dasar alam semesta yang tertataitu, dengan cara
mengenal kan mereka padawarisan budaya, yang ber-
kembang semasa zaman pencerahan dan kebangkit-
an kembali (renaissance) dan mencapai puncaknya
di pertengahan abad 19 (O’ Neill, 1981 dan Freire,
2004).

Fundamentalisme memiliki kemiripan dengan
konservatisme, yang padadasarnyacenderung memi-
nimalkan pertimbangan-pertimbangan filosofis dan/
atau intelektual, serta mendasarkan anggapan-ang-
gapannyadi atas kebenaran yang diwahyukan atau-
pun kesepakatan sosial yang sudah mapan (akal se-
hat).

Ideologi pendidikan intelektualisme lahir dari
ungkapan-ungkapan konservatisme yang didasari o-
leh pemikiran filosofis atau teologisyang rel atif kaku
dan secara fundamental bersifat otoritarian. Secara
umum, konservatisme fil osofis dimaksudkan untuk
mengubah praktik-praktik politik yang ada, dan men-
jadikannyalebih sempurnaberlandaskan cita-citadan
gagasan intelektual atau kerohanian ideal yang pada
intinyabersifat dimutlakkan.

Durkheim berpandangan bahwa fungsi utama
pendidikan adal ah menstransmisikan normadan nilai-

nilai masyarakat. Masyarakat akan tetap hidup jika
keberadaan anggota-anggotanya pada tingkat yang
cukup homogen. Pendidikan terus-menerus menge-
kalkan dan memperkuat homogenitas dengan menga-
tur anak sejak awal dengan kesamaan-kesamaan
esensial dalam kebutuhan-kebutuhan kehidupan ko-
lektif (Haralambos & Holborn, 2000). Terkait dengan
kurikulum pendidikan, Durkheim memberikanilustras
tentang pendidikan yang adadi Amerika. Kurikulum
pendidikan padaumumnyamembantu menanamkan
norma-normadan nilai-nilai kepadamasyarakat da-
lam berbagai latar belakang, melalui bahasadan sgja-
rah umum untuk paraemigran dari berbagai negara
di Eropa. Siswa-siswa Amerika belgar tentang
founding fathers dan konstitusi.

Talcott Parsons adal ah sosiolog fungsionalisdari
Amerika, membuat garis-garis besar tentang pan-
dangan fungsionaismengenai pendidikan, khususnya
education and universalistic values. Dalam tulisan-
nyapadaakhir tahun 1950-an memberikan argumen-
tasi bahwa after primary socialization within the
family, the school take over as the focal social-
izing agency: school acts as a bridge between
the family and society as a wole, preparing chil-
dren for their adult role. Within the family, the
child is judged and treated largely in terms of
particularistic standards. Parents treat the child
as their particular child rather than judging her
or him in terms of standards or yardsticks than
can be applied to every individual (Haralambos
& Holborn, 1981:779). Parsons berargumen bahwa
sekolah merupakan representasi masyarakat dalam
bentuk mini (the school represents society in minia-
ture). Masyarakat industrial modern berkembang
berdasarkan pada kemampuan atas universalistic
standard daripada particularistic standard, atas
meritocratic principles yang berlaku bagi semua
anggota.

Rumpun Ideologi Pendidikan Liberal

O'Neill (O'Neill, 1981:66) mengatakan bahwa
“The liberal educational ideologies, like the con-
servative, consists of three basic traditions-edu-
cational liberalism, educational liberationism,
and educational anarchism. They range from the
least liberal expression of educational liberalism
(methods liberalism) to the exceedingly radical
proposals of the utopian anarchist at the other
end of the continum”.



John Dewey seorang educationalist dan phi-
losopher dari Amerika, menyatakan bahwa tugas
pendidikan adal ah mendorong individu-individu untuk
mengembangkan potensinya secara penuh sebagai
manusia (to encourage individuals to develop
they full potential as human beings). Dia mengan-
jurkan metode pengagjaran progresif. Siswa harus
belgjar dari pengalaman by doing things rather
than being told. Dengan carademikian, bukan hanya
pengetahuan yang mereka peroleh, tetapi juga me-
ngembangkan the skills, habits, and attitudes nec-
essary for them to solve a wide variety of prob-
lems.

Pandangan-pandangan liberal telah mempenga-
ruhi sgjumlah kebijakan pendidikan, di antaranyaUSA
dan Inggris. Padatahun 1960-an di USA, Lyndon B.
Johnson mengatakan “ The answer to all national
problems comes down to a single word: educa-
tion” (Bowlesand Gintis, 1976). Program rancangan
khusustentang pendidikan menjadi kunci utamaJohn-
son dalam memerangi kemiskinan. Di Inggris pada
tahun 1960 sampai dengan tahun 1970-an muncul
suatu gerakan yang menuju progressive child-cen-
tred education which was based largely upon lib-
eral principles. Each child was held to be unique,
and education was designed to foster equally the
talents of each unique individual (Haralambos &
Holborn, 2000:781).

Brameld menggunakan istilah progresivisme
atau rekonstruksionisme. Tujuan utama pendidikan
adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis, yaitu
untuk membuat siswalebih efektif dalam memecah-
kan berbagai problemayang disgjikan dalam konteks
pengalaman padaumumnya. Karakteristik, progresi-
vitaspendidikan bersifat duniawi, menjelgjah, dan ak-
tif. Ini terutamaberorientasi kepadacarahidup liberal
(dalam budayaAmerika). Secarafilosofi, progresivis-
me ditopang oleh filosofi pragmatisme.

[llich (1973) jauh lebih radikal terhadap perubah-
an-perubahan dalam sistem pendidikan. lamengam-
bil pandangan liberd untuk konklus logikanyadengan
berdalih bahwa persekol ahan tidak penting dan mem-
bahayakan untuk masyarakat (that formal school-
ing is unnecessary, and indeed harmful to social
[Haralambos & Holborn, 2000:781]). Ideologi liberal
radikal jugadisebut dengan ideol ogi kritisisme. Ideo-
logi kritisismeadalah airan yang diasos asikan dengan
mashab Frankfurt (Frankfut School) yang dimulai
dari Jerman (Bottomore, 1984; Held, 1980; Fay, 1975,
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ddam O’ Neil, 1981), yang berpendapat bahwa pendi-
dikan merupakan arena perjuangan politik. Pendidik-
an harus mampu mel akukan refleksi kritis, terhadap
‘the dominant ideology’ ke arah transformasi sosial
(Haralambos & Holborn, 2000). Dalam perspektif
kritis, pendidikan harus memanusiakan manusia, ja
ngan sampai terjadi dehumanisasi, karenasistem dan
struktur yang tidak adil.

Pemetaan | deologi Pendidikan menurut O’ Neill

O'Neill (1981) membagi ideologi pendidikan
menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pertamaideol ogi kon-
servatif, meliputi ideologi pendidikan fundamentalis-
me, ideologi pendidikanintelektualisme, danideologi
pendidikan konservatisme; keduaideologi liberal, me-
liputi ideologi pendidikan liberdisme, ideologi pendidik-
an liberasionisme, danideologi pendidikan anarkisme.

Fundamentalisme meliputi corak-corak konser-
vatisme, yang padadasarnyabersifat anti-intel ektual
dalam arti merekaingin meminimalkan pertimbangan-
pertimbangan filosofis dan/atau intel ektual, sertacen-
derung untuk mendasarkan anggapan-anggapannya
di atas penerimaan yang relatif tidak kritis terhadap
kebenaran yang diwahyukan ataupun kesepakatan
sosial yang sudah mapan (akal sehat). Adaduavaria-
si sudut pandang dalam penerapannyake dalam pen-
didikanyaituideologi pendidikan fundamentalismere-
ligius, danideologi pendidikan fundamentalisme akal
sehat.

Ideologi pendidikan intelektualisme lahir dari
ungkapan-ungkapan konservatisme politisyang dida-
sari oleh sistem-sistem pemikiran fil osofis atau teol o-
gisyang relatif kaku dan fundamentalis otoritarian.
Secara umum, konservatisme filosofis bermaksud
mengubah praktik-praktik politik yang ada, dan men-
jadikannyalebih sempurnarelevan dengan cita-cita
dan gagasan intel ektual atau kerohanian ideal, yang
padaintinyabersifat dimutlakkan.

Ideologi pendidikan konservatisme, padadasar-
nyamendukung ketaatan terhadap lembaga:-lembaga
dan proses-proses budaya yang sudah teruji oleh
waktu, disertai dengan rasa hormat yang mendalam
terhadap hukum sertatatanan sosial yang baku, seba-
gai landasan bagi perubahan sosial yang konstruktif.
Dalam hal pendidikan, kaum konservatif menganggap
bahwa sasaran utama sekol ah adal ah pel estarian dan
penerusan struktur dan sistem sosial serta pola-pola
berikut tradisi-tradisi yang sudah mapan. Ada dua
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varias mendasar di dalamideologi pendidikan konser-
vatismeyaituideologi pendidikan konservatismereli-
gius, danideologi pendidikan konservatisme sekular
(O'Neill, 1981: 64).

Ideologi pendidikan libera bertujuan untuk me-
lestarikan dan memperbaiki tatanan sosial yang ada,
dengan caramembel g arkan setiap siswa sebagaima:
na caranya menghadapi persoal an-persoalan dalam
kehidupannyasendiri secaraefektif. |deologi pendi-
dikanlibera ini berbeda-bedadalam hal intensitasnya,
dari yang relatif lunak, yakni liberalisme metodik ke
liberalisme direktif hinggakeliberalisme non direktif
atau liberalisme laissez faire (O’ Neill, 1981:66).

Ideologi Pendidikan liberasi onisme menganggap
bahwamanusiamesti mengusahakan pembaruan/pe-
rombakan segeradalam ruang lingkup besar atasta
tanan politisyang ada, sebagai jalan menuju perluasan
kebebasan individual serta untuk mempromosikan
perwujudan potensi-potensi personal sepenuhnya.
Ideologi pendidikan liberasi onisme mencakup spek-
trum pandangan yang luas, dari liberasionisme pem-
baruan yang relatif konservatif, keliberasionismere-
volusioner. Bagi kaum liberasionisme, sekolah harus-
lah objektif (rasiond-ilmiah), namuntidak sentraistik,
dan memiliki fungsi ideologis.

Ideologi pendidikan anarkisme, bersudut pan-
dang pembel a penghapusan/pemusnahan/pel enyapan
seluruh kekangan terlembaga atas kebebasan manu-
sia. Penghapusan kekangan ini diyakini sebagai jalan
untuk menyediakan peluang penuh atas potensi-po-
tensi manusia yang dibebaskan. Dalam pendidikan,
sikap anarkis paling terwakili dalam tulisan-tulisan
tokohterkend Ivan Illich dan Paul Goodman (O’ Neill,
2002:113). Kaum yang berideol ogi pendidikan anar-
kisme, sebagaimanayang liberalis dan liberasionis,
padaumumnyamenaati sebuah sistem penyelidikan
eksperimental yang terbuka (ilmiah-rasional).

Analisis Nelson, dkk. tentang Sistem Pen-
didikan

Pendekatan dialetik Nelson berangkat dari pan-
dangan bahwa sekolah tidak hanya sebagai pusat
perselisihan, tetapi sekolah jugasebagai tempat yang
logisuntuk studi perselisihan yang bijaksana(Nelson,
dkk., 1996). Pendekatan dialektik ini memiliki kerang-
kapikir sederhana, jelas, dan relevan untuk menemu-
kan isu-isu penting dan berupaya memperoleh ide
yang lebih baik. Dengan kelebihan itu, maka pendekat-

andiaektikaini dipergunakan untuk memahami inter-
pretasi elite pendidikan mengenai Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Pemikiran caradial ektik menyarankan sua-
tu dialog antar gagasan yang bersaing, tidak menga-
lahkan yang satu dan menerimalainnya, tetapi untuk
mempertemukan suatu gagasan yang teruji. Roth
(dalam Nelson dkk., 1996:20) memberikan catatan
bahwastudi dial ektikatentang isu-isu pendidikan da-
pat menawarkan enlightenment for social improve-
ment and support for reflective teachers.

Nelson, dkk. (1996:27) menggunakan kerangka
pikir berfokus pada 3 (tiga) pertanyaan utamatentang
pendidikan, yakni pertama what interests should
schools serve? Kedua what should be taught? Ke-
tiga How should schools be organized and operat-
ed? Pertanyaan dasar pertamaitu mengimplikasikan
komponen landasan pendidikan. Pertanyaan kedua
memberi implikasi padakomponen kurikulum pendi-
dikan dan pertanyaan dasar ketigamengimplikasikan
komponen manajemen pendidikan. Ketigakomponen
pendidikan itulah yang menjadi inti gagasan Nelson,
dkk. (1996) untuk mengkaji isu-isu pendidikan melaui
pendekatan dial ektikanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan perspektif proses.
Adapun pendekatan yang digunakan adalah pende-
katan dial ektik Nelson dkk (1996) yaitu suatu pende-
katan yang bertumpu padadataempiris, anaisislogis,
rasional, dan semantis-kemaknaan atas interpretasi
dite pendidikan Indonesiaterhadap Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003. Sedangkan kerangkaberpikir
yang digunakan adal ah induktif dan deduktif.

Sesuai dengan fokus masalah, maka penelitian
ini termasuk jenis penditian kualitatif (Neuman, 2000;
Sarantakos, 2002; Lincoln & Denzin, 2000; Silver-
man 1997; Silverman 1993; Creswell, 1994). Ciri lain-
nya, data penelitian yang berupawacana (discour se)
dan prosesanalisisnyadilakukan melaui interpretasi
terhadap wacana, sebagaimanadijel askan Thompson
(2003) bahwa kajian terhadap ideologi hanya bisa
dilakukan secaraefektif melalui interpretasi. Selain
itu, Thompson (2003:158) juga menyatakan bahwa
analisis wacana (discourse analysis) merupakan
metode analisistentang ideologi; yang dalam pendlitian
ini berupaideologi pendidikan nasional Indonesia.



Datapenelitian ini dikumpulkan dengan teknik
dokumentasi untuk mengumpulkan data yang ber-
sumber padateks produk undang-undang, sedangkan
teknik wawancara mendalam digunakan untuk me-
ngumpulkan datainterpretas elite pendidikan sebagai
narasumber. Wawancaradilakukan untuk memahami
interpretasi elite pendidikan Indonesia tentang Un-
dang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. (Gorden,
1969; Burgess, 1982; Patton, 1980). Untuk menjaga
kredibilitas penelitian. Lincoln dan Guba (1985:300)
mengemukakan empat kriteria yaitu melalui (cred-
ibility transferability, dependability, dan confirm-
ability).

Dengan mengacu padaPutnam (1976), penetap-
an subjek sebagai narasumber/informan sebagaima-
natampak dalam Tabel berikut.

Tabel 1. Posisi Narasumber Penelitian

PENGAMBILAN DISTRIBUSI
ELITE KEPUTUE,(A)’I\\II_ KEKUASAAN
PENDIDIKAN  STRA- STRA- POSI- REPUTA-
TEGIS TEGIS SIONAL  SIONAL
Elite Politik 1 4 4
Elite Politik 2 v v
Elite Politik 3 v v
Elite Politik 4 v v
Elite Politik 5 v v
Elite Politik 6 4 4
Elite Politik 7 4 4
Elite Politik 8 4 4
Elite Politik 9 4 4
Elite Politik 10 v v
HASL

L andasan Pendidikan Nasional

K omponen landasan pendidikan nasiona terda-
pat 6 aspek penting meliputi: (1) dasar pendidikan,
(2) fungsi dan tujuan pendidikan, (3) prinsip-prinsip
pendidikan: pembudayaan dan keteladanan, (4) prin-
sip-prinsip pendidikan: demokratis dan pemberdayaan
partisipasi masyarakat, (5) hak dan kewgjiban warga
negara, dan (6) hak dan kewajiban negara.

Aspek dasar pendidikan sebagai mana termak-
tub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwapendidik-
an nasional berdasarkan Pancasiladan Undang-Un-
dang Dasar 1945. Pembedaan antara dasar negara
dengan dasar pendidikan tidak banyak dipertanyakan
oleh dit pendidikan Indonesia. Tidak banyaknyaper-
tanyaan tentang perbedaan itu ada duakemungkinan
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penyebabnya. Pertama, adanya penyamaan antara
dasar negara dengan dasar pendidikan. Kedua, ada-
nya interpretasi penerapan dasar negara di seluruh
aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesiaterma:
suk padaaspek pendidikan. Berlandaskan keduaala-
san tersebut dapat ditentukan bahwa pendidikan Indo-
nesiamenggunakan landasan nilai-nilai sebagaimana
terkandung dalam Pancasiladan UUD 1945. Dengan
katalain, hakikat kehidupan yang tertatamela ui nilai-
nilai yang dianggap baik merupakan landasan pendi-
dikan Indonesia.

Padaaspek kedua, fungsi dan tujuan pendidikan,
sebagai manatermaktub dalam Undang-Undang No-
mor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio-
nal, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk me-
ngembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi pesertadidik agar menjadi manusiayang beri-
man dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreetif, mandi-
ri, dan menjadi warga negarayang demokratis serta
bertanggung jawab. Fungsi dan tujuan pendidikan ter-
sebut menjadi bagian dari landasan pendidikan. De-
ngan mengedepankan pembentukan watak dan pera-
daban bangsamenuju akhlak mulia, makanilai menja
di penting dalam landasan pendidikan Indonesia. Se-
lainitu, pendidikan Indonesiajugadimaksudkan untuk
mengembangkan potensi pesertadidik sesuai dengan
kemampuannya. Rumusan ini mengimplikasikan bah-
wa pendidikan Indonesiajugamenggunakan landasan
pendidikan yang berupa pengembangan potensi pe-
serta didik. Kedua aspek landasan tersebut bersifat
oposisional, namun tampil dalam satu rumusan secara
bersamaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tentu sgja,
salah satu dari duahal yang beroposisi tersebut dipan-
dang lebih penting. Menurut intrepretas dit pendidik-
an Indonesia, pengembangan potensi peserta didik
yang ditujukan untuk perkembangan keimanan, ketag-
waan, dan kemuliaan akhlaknyadipandang lebih do-
minan dari pada pembentukan pribadi yang sehat, ber-
ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

Hak dan kewajiban warga negara dan hak dan
kewajiban negara sebagaimana Undang-Undang No-
mor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio-
na mengimplikasikan hakikat warganegaradan ne-
garadalam bidang pendidikan di Indonesia. Sebagai-
mana interpretasi sebagian besar elit pendidikan di
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Indonesiaterhadap hak dan kewajiban warganegara,
bahwa hakikat warganegaradalam bidang pendidik-
an di Indonesia merupakan subjek yang bebas me-
nentukan pilihannyauntuk mengembangkan potensi-
nya secara optimal. Akan tetapi, hal itu tidak sama
dengan hakikat negara dalam bidang pendidikan di
Indonesiayang tampak selalu mengatur duniapendi-
dikan di mana-mana. Di sampingitu, sistem pendidik-
an Indonesiajugatidak mengarahkan pengembangan
potensi peserta didik secara optimal sesuai hakikat
individu.

| de-ide dalam komponen landasan pendidikan
yang berbasis pada pengembangan pesertadidik se-
caraoptimal yang diikuti dengan nilai-nilai dan watak
bangsa tidak memungkinkan pendidikan untuk me-
ngembangkan hakikat individualitas pesertadidik. Se-
baliknya, landasan pendidikan yang beris penanaman
nilai-nilai keberimanan, ketagwaan, dan kemuliaan
akhlak yang disertai pengembangan potensi peserta
didik secara optimal juga tidak memungkinkan pe-
ngembangan pribadi pesertadidik sesuai hakikat indi-
viduaitas. Dengan ringkas bisa dikatakan bahwalan-
dasan pendidikan Indonesiaada ah tatanan sosid aga-
mis dan sekaligustatanan sosial kultural.

Kurikulum Pendidikan Nasional

Aspek-aspek dalam komponen kurikulum pendi-
dikan sebagaimana termaktub dalam Undang-Un-
dang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik-
an Nasional, meliputi: (1) penetapan standar nasiona
pendidikan oleh pemerintah, (2) pengembangan kuri-
kulum mangacu SNP, (3) diversitas kurikulum sesuai
jenjang pendidikan, (4) penyusunan kurikulum dalam
kerangka Negara K esatuan Republik Indonesia, (5)
muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan mene-
ngah, (6) muatan wajib kurikulum pendidikan tinggi,
(7) penetapan kerangkadasar dan struktur kurikulum
pendidikan dasar dan menengah oleh pemerintah, (8)
diversitas pengembangan kurikulum pendi dikan dasar
dan menengah di bawah koordinasi dan supervisi ne-
gara, (9) pengembangan pendidikan tinggi mengacu
standar nasional pendidikan, (10) pengembangan ke-
rangkadasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi
mengacu standar nasional pendidikan, (11) evaluasi
hasi| belgjar dilakukan oleh pendidik.

Aspek penetapan standar nasional pendidikan
oleh pemerintah padakomponen kurikulum pendidik-
an dinterpretasikan oleh para€lit pendidikan di Indo-

nesiasebagai pemberian rambu-rambu atas diversitas
kurikulum di tingkat lokal dan setiap satuan jenjang
pendidikan. Dengan interpretasi semacam itu, maka
sistem pendidikan Indonesia berdasarkan aspek ini
mengindikasikan pemberian kebebasan tetapi juga
dibarengi dengan keterikatan. Pemberian kebebasan
pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan dan po-
tensi lokal sertasatuan jenjang pendidikan membawa
konsekuens pada diversitas kurikulum, sedangkan
acuan standar nasional pendidikan membawakonse-
kuensi keseragaman dan unitas kurikulum.

Penjelasan hal di atas selaras dengan aspek ke-
duadan ketigayaitu pengembangan kurikulum mang-
acu SNPdan diversitaskurikulum sesuai jenjang pen-
didikan. Ini berarti adanya pemberian kebebasan pe-
ngembangan kurikulum sesuai kebutuhan dan potensi
lokal dan satuan jenjang pendidikan yang menjadi isu
penting pendidikan di Indonesiaerareformasi. Akan
tetapi, adanya acuan berupa standar nasional pendi-
dikan (SNP) yang ditetapkan pemerintah untuk dijadi-
kan pedoman pengembangan kurikulum pendidikan
di daerah dan satuan pendidikan, mengindikasikan
praktik pendidikan yang terpusat. Dengan demikian,
kebebasan yang diberikan kepada daerah/l okal untuk
mengembangkan kurikulum pendidikan tetap “ dibe-
lenggu” dengan ketentuan dari pusat yang disebut
standar nasional pendidikan dalam kerangkaNegara
Kesatuan Republik Indonesia.

Aspek penetapan kerangka dasar dan struktur
kurikulum pendidikan dasar dan menengah oleh pe-
merintah menunjukkan masuknyakekuasaan peme-
rintah pusat ke daerah. Ini jugamenunjukkan kuatnya
dominasi negaradalam praktik pendidikan di Indone-
sia seperti yang terjadi pada masa rezim orde baru
yang otoritarian. Masuknyakekuasaan negarake da-
lam kurikulum pendidikan nasional jugatampak pada
aspek pengawasan. Sistem pendidikan Indonesia
yang memberikan kemungkinan terjadinyadiversitas
kurikulum, dari pendidikan dasar dan menengah sam-
pai dengan pendidikan tinggi ternyata masih harus
tunduk padakoordinasi dan supervisi negara. Diversi-
tas pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan
menengah menunjukkan adanyaalam kebebasan un-
tuk dikembangkan apa sajadan bagaimanasgja, tetapi
dengan beradadi bawah koordinasi dan supervisi ne-
garatampak menonjolnyakekuasaan negaraterhadap
duniapendidikan. Padatingkat pendidikan tinggi, ku-
anyadominas negarada am pendidikan jugatampak,
di samping kebebasan yang juga diberikan. Di satu



sig, pendidikan tinggi memiliki kebebasan untuk me-
ngembangkan diri sesuai dengan ciri masing-masing,
tetapi di s yang lain, pengembangan pendidikan ting-
gi itu tetap mengacu padastandar nasiona pendidik-
an, sedangkan aspek pengembangan kerangka dasar
dan struktur kurikulum pendidikan tinggi mengacu
standar nasional pendidikan. Kendatipun pendidikan
tinggi diberi kebebasan untuk mengembangkan dirinya
dan mengembangkan kerangka dasar dan struktur
kurikulumnya, tetapi tidak bisameninggal kan peranan
negarasebagai pemroduk standar nasiond pendidikan
yang harus diacu.

Padakomponen kurikulum sistem pendidikan In-
donesiaadayang memberikan kebebasan penuh pa-
da daerah, sekolah, dan guru terletak pada aspek
evaluas hasil belgjar. Padaaspek evaluas hasil belgjar
ini dijelaskan bahwaevaluasi hasil belgjar dilakukan
oleh pendidik. Tidak adanyacampur tangan pemerin-
tah dalam evaluas hasil belgjar pesertadidik mengim-
plikasikan pemberian kebebasan penuh. Hal sema-
cam ini tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya;
cengkeraman orde baru terhadap dunia pendidikan
tampak sekali padaaspek ini. Sebaga manatercantum
dalam Bab XII Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pe-
merintah dapat menye enggarakan penilaian hasil bel-
gjar suatu jenis dan/atau jenjang pendidikan secara
nasional.

Berdasarkan 11 aspek dalam komponen kuriku-
lum sebagai manatermaktub dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, sistem pendidikan I ndonesia sebagaimana
yang diinterpretasikan oleh dlit pendidikan Indonesia
menunjukkan pemberian kebebasan kepada daerah,
sekolah, dan guru, tetapi juga mengikatnya dengan
standar nasional pendidikan.

Aspek-aspek dalam komponen kurikulum pendi-
dikan sebagaimana termaktub dalam Undang-Un-
dang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Pendidik-
an Nasional terbagi atas 2 kategori, yaitu kategori
mengenai isi kurikulum dan kategori manajemen kuri-
kulum. Padaisi kurikulumtidak tampak banyak peru-
bahan dibanding kurikulum sebelumnya, karenaseca
rasubstantif tetap meliputi nilai-nilai dan seni serta
ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada managjemen
kurikulum dengan adanyadiversitaskurikulum terda
pat perubahan yang relatif radikal, karena sejak ada-
nya Undang-Undang yang mengatur Sistem Pendi-
dikan Nasiond di Indonesiabelum pernah adadiversi-
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tas penyusunan kurikulum sebagaimanayang terda-
pat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasiond ini. Denganlebih
dominannya perubahan pada manajemen kurikulum
daripadais kurikulumini, padakomponen kurikulum
pendidikan mengindikasikan dimulainyababak baru
pendidikan nasional yang lebih bernuansalokal, baik
pada tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah
dan guru.

Manajemen Pendidikan Nasional

Aspek-aspek dalam komponen manajemen pen-
didikan sebagaimana termaktub dalam Undang-Un-
dang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Pendidik-
an Nasional, meliputi (1) pengembangan tenaga pen-
didik diatur dengan undang-undang, (2) penyediaan
saranadan prasaranaoleh satuan pendidikan, (3) pen-
danaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama
antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyara-
kat, (4) evaluasi pendidikan dilakukan melaui akredi-
tas dan sertifikasi, (5) badan hukum pendirian satuan
pendidikan, (6) pengawasan dan penyelenggaraan
dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabili-
tasdiatur oleh pemerintah.

Pada aspek pengembangan tenaga pendidik,
bahwa pengembangan tenaga pendidik diatur dengan
undang-undang. Aspek ini banyak diinterpretasikan
oleh dit pendidikan Indonesiasebagai bentuk penga
turan pusat; dan rumusan yang demikian ini mereka
terima. Dengan mengatur tenaga pendidik, yang bisa
dimaknakan sebagai adanyadominasi negaraterha-
dap tenagapendidik, makaelit pendidikan Indonesia
memandang aspek ini merupakan bentuk konservatif-
me pemerintah pusat terhadap daerah. Dalam aspek
ini pun, elit pendidikan Indonesiamenyetujuinya.

Pada aspek penyediaan sarana dan prasarana,
dinyatakan bahwa penyediaan saranadan prasarana
oleh satuan pendidikan. Rumusanini kurang disetuj ui
oleh dit pendidikan di Indonesiakarenarumusan ter-
sebut bisadiinterpretasikan sebagai | epastangan ne-
gara pada penyediaan sarana dan prasarana pendi-
dikan. Memberikan peran kepada satuan pendidikan
untuk menyediakan saranadan prasarana pendidikan
memang bisadibenarkan sehinggadlit-elit pendidikan
Indonesiamenyetujui bilapenyediaan saranadan pra-
saranapendidikan itu menjadi tanggung jawab bersa-
ma pemerintah dan masyarakat. Apayang dikehen-
daki oleh paraelit pendidikan Indonesia pada aspek
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ini jugabanyak diilhami oleh aspek pendanaan pendi-
dikan, yang dinyatakan dalam undang-undang bahwa
aspek pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Aspek ini banyak diterimaoleh elit pen-
didikan Indonesia. Pendanaan pendidikan yang hanya
dibebankan kepada negara dipandang mengabaikan
peran masyarakat; sebaliknya, menyerahkan penda-
naan pendidikan kepadamasyarakat dipandang seba
gai pengingkaran tugas negaraatas pendidikan, oleh
karenaitu, pendanaan pendidikan yang ditanggung
oleh pemerintah dan masyarakat adalah rumusan
yang bisaditerima.

Aspek keempat berkait dengan evaluasi pendi-
dikan. Dinyatakan bahwaevaluas pendidikan dilaku-
kan melalui akreditasi dan sertifikasi. Aspek ini di-
tanggapi secaraberagam oleh elit pendidikan di Indo-
nesia. Beberapaelit pendidikan tidak menyetujui, ka
renaevaluas pasar yang menentukan kelangsungan
pendidikan, sedangkan dit pendidikan lainnyamenye-
tujui evaluasi pendidikan dilakukan oleh pemerintah,
dan sebagian diantaranyayang menyetuijui dilakukan
oleh pemerintah tetapi dilakukan oleh pihak indepen-
den. Dengan melihat komposisi interpretasi paraelit
pendidikan Indonesiaterhadap aspek ini, makaada
nyakecenderungan untuk membebaskan evaluasi da
ri otoritas negara.

Selanjutnyaaspek badan hukum pendirian satu-
an pendidikan yang mengimplikasikan kuatnyaotori-
tas negaraditanggapi positif oleh seluruh elit pendi-
dikan di Indonesia. Dengan dasar bahwa negara In-
donesianegarahukum, makaelit pendidikan Indone-
sia memandang pendirian satuan pendidikan harus
berbadan hukum. Walaupun adaelit pendidikan Indo-
nesiamempertaruhkan satuan pasar menjadi penentu
kelangsungan pendidikan, tetapi dalam hal pendirian
sekolah elit pendidikan itu tidak menyatakan bahwa
hukum pasar merupakan legalisas satuan pendidikan;
elit pendidikan itu tetap menyandarkan padalegalitas
hukum negara.

Aspek pengawasan dan penyelenggaraan dila-
kukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas
yang diatur oleh pemerintah. Prinsip transparansi dan
akuntabilitas dalam pengawasan dan penye enggara
an pendidikan menunjukkan adanyaindikasi berku-
rangnyaotoritas negaradal am pengawasan pendidik-
an. Ini berbeda dengan aspek sanksi atau ketentuan
pidanaatas pelanggaran yang diatur pemerintah. Se-
perti halnyaaspek legd itas hukum negarauntuk pen-

dirian satuan pendidikan, aspek ini dilandasi bahwa
negaral ndonesianegara hukum, sehinggapelanggar-
an dalam duniapendidikan harusdiadili oleh hukum
negara. Dengan demikian, dalam aspek ini, otoritas
negara menjadi kuat.

Meski Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih banyak
memberikan kebebasan dalam manajemen pendidik-
an, ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat juga
masih tampak kental. Dalam keadaan yang demikian,
kehadiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Otonomi Daerah membawa makna penting
pada komponen manajemen pendidikan dalam Un-
dang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Duaaspek yang menunjukkan
hal itu adalah (1) aspek penyediaan saranadan prasa-
ranaoleh satuan pendidikan dan (2) aspek pendanaan
pendidikan menjadi tanggung jawab bersamaantara
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ke-
duaaspek ini cukup membawa konsekuensi mengu-
bah mangjemen pendidikan Indonesiayang telah ada
sebelumnya. Dengan warnabaru itu mangjemen pen-
didikan Indonesiamengalami pembebasan, dalam arti
memberikan kebebasan kepada setiap satuan pendi-
dikan untuk menyediakan sarana dan prasarananya
sendiri dan juga menentukan kebutuhan anggaran-
nya. Untuk mendukung pelaksanaan kedua aspek
itu, perangkat mangjemen tel ah disiapkan sebelumnya
yaitu melalui bentuk manajemen berbasis sekolah
(MBS) sertapembentukan organisasi komite sekolah
dan dewan pendidikan.

Posisi Ideologi Pendidikan Indonesia dalam
Rumpun, Model, dan Tipe Ideologi Pendidikan
O’ Neill

Pendidikan Indonesia: Konservatisme Sosial Re-
visionis

Landasan pendidikan Indonesia menunjukkan
kesgja anan dengan model ideologi pendidikan konser-
vatisme sosial O’ Neill, yang menggabung duatipe
ddammode tersebut, yakni tipekonservatismerdigi-
us yang berlandasan tatanan sosial agamis dan tipe
konservatisme sekular yang berlandasan tatanan sosi-
a kultural. Komponen kurikulum jugamenunjukkan
kesamaan, wal aupun jugaterdapat perbedaan. Persa-
maannya, komponen kurikulum pendidikan Indonesia
juga seperti tipe konservatisme religius yang berisi



pengetahuan agama, dan juga seperti tipe konserva
tisme sekular yang berisi nilai-nilai kultural. Perbeda-
annya, komponen kurikulum pendidikan Indonesiaju-
gaberisi pengetahuan ilmiah rasional dan teknologi.
K omponen mangjemen tampak kontras, konservatis-
mesosial O’ Neill bermangemen sentralistik, sedang-
kan mangjemen pendidikan Indonesiadesentralistik.
Dengan persamaan dan perbedaan itu, makaideol ogi
pendidikan Indonesiadapat digolongkan padamodel
konservativismesosial.

Model konservatisme dengan perbedaan pada
komponen kurikulum dan manajemen seperti di atas,
tidak terdapat dalam tipologi ideologi pendidikan
O'Neill. Oleh sebabitu, dalam penelitianini tipe se-
macam itu disebut konservatismerevisionis. Konser-
vatisme revisionis merupakan penggabungan tipe
konservatismereligius dan konservatisme sekular de-
ngan penambahan pada komponen kurikulum dan
mangj emen. Adanyapenambahan itulah, makapilihan
label konservatismerevisionisditetapkan. Walaupun
ideologi pendidikan Indonesiatermasuk dalam rumpun
ideologi pendidikan konservatif, tidak samadengan
model konservatisme reaksioner (fundamentalisme)
dan jugakonservatismeintel ektual (intel ektualisme),
yang kedua-duanyamenaungi gerakan moral. Funda-
mentalisme dan intel ektualisme yang senantiasaber-
tanding dalam memperjuangkan apa yang menjadi
landasanya, tidak menunjukkan kemiripan dengan
ideologi pendidikan Indonesia. Oleh sebabitu, dalam
rumpun konservatif ideol ogi pendidikan Indonesiater-
golong model konservatisme sosial. Akan tetapi, se-
kali lagi sebagai model konservatisme sosia tidak
samapersisdengantipologi O’ Neill. Di samping me-
nunjukkan penggabungan antarakonservatisme sosial
religiusdan konservatisme sosia sekular, jugaterda
pat penambahan.

Tipeideologi pendidikan Indonesiayang konser-
vatismesosia revisionis, di samping menambah tipo-
logi ideologi O’ Neill jugajugamerevisi pandangan
O’ Nelll tentang manajemen pendidikan yang berideo-
logi konservatif. O’ Neill memandang bahwa dalam
pendidikan yang berideol ogi konservatif senantiasa
menerapkan mangjemen sentralistik dan mengisi kuri-
kulum dengan agamadan nilai-nilai.

Pendidikan Indonesia: Liberalisme Kompromis-
tik

Berdasarkan komponen manajemen yang de-
sentralistik dan kurilukulum yang berisi pengetahuan
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ilmiahrasiona danteknologi (di samping pengetahuan
agamadan nilai-nilai), makaideologi pendidikan Indo-
nesiamenunjukkan kesamaan dengan ideologi pendi-
dikanlibera O’ Neill, lebihtepatnyamode liberaisme.
Sebagai ideologi pendidikan yang sekelompok dengan
modé liberdisme O’ Neill, ideologi pendidikan Indone-
siajugamenunjukkan perbedaan. Perbedaanyaada-
|ah padalandasan dan kurikulum. Padalandasan, pe-
lestarian dan perbaikan tatanan sosia dilakukan mela
lui tatanan sosial agamis dan kultural. Oleh sebab
itu, dalamis kurikulum jugadimuati pengetahuan aga
madan nilai-nila kultural. Keduapokok ini yang mem-
beri warna yang berbeda dengan model liberalisme
O’ Neill. Walaupun demikian ideol ogi pendidikan In-
donesia masih termasuk di dalam kel ompok model
tersebut, karena kesamaannya pada komponen ma-
najemen dan sebagian kurikulum.

Pendidikan di Indonesiatidak memiliki landasan
pembaruan atau perombakan tatanan politik seperti
modéd ideologi pendidikan liberasionisme. Di samping
itu, walaupun ada kesamaan dalam landasan berupa
pengembangan individu pembelgjar sesuai dengan
potensinya masing-masing, tetapi tidak ada upaya
mel ebur, mengganti, atau meniadakan sekolah, seperti
model ideologi pendidikan anarkhisme. Oleh sebab
itu, dalam rumpunideologi pendidikanlibera, ideologi
pendidikan Indonesiatidak tergolong model liberasio-
nisme atau anarkhisme, tetapi termasuk liberalisme.
Sebagai model liberalisme, ideologi pendidikan Indo-
nesiatidak menunjukkantipeideologi pendidikan libe-
raismemetodis, direktif, ataupun non-direktif. Perbe-
daan dengan ketiganyaterdapat padakomponen lan-
dasan dan kurikulum. Pada komponen landasan ken-
datipun pel estarian dan perbaikan tatanan sosial me-
nunjukkan kesamaan, tetapi tatanan sosial yang di-
maksud berbeda. Tatanan sosial dalamideol ogi pendi-
dikan Indonesia adal ah tatanan sosial agamisdanta-
tanan sosial kultural. Sedangkan padakomponen ku-
rikulum padaketigatipeideologi pendidikan liberdis-
me tersebut hanya berisi pengetahuan ilmiah-rasio-
nal. Hal itu berbeda dengan komponen kurikulum
pendidikan Indonesiayang berisi agama, nilai-nilai,
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh sebab
itu, dalam rumpun liberal, ideologi pendidikan Indone-
siatermasuk model liberalisme bertipe liberalisme
kompromistik. Label kompromistik diambil, karena
adanyavariasi pengurangan dari model liberalisme
padakomponen landasan dan kurikulum.
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Ideologi Pendidikan Indonesia ber dasarkan K a-
tegori Elite Pendidikan Indonesia

Dari 10 orang Elite Pendidikan Indonesiayang
menginterpretasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hasil inter-
pretasinyadapat kelompokkan menjadi dua, yaitu (1)
kategori Elite Pendidikan Strategisdan Elite Pendidik-
an Posisional, menginterpretasi bahwaUndang-Un-
dang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik-
an Nasiona termasuk ideologi pendidikan konservatif
revisionis; merupakan penggabungan tipe ideologi
konservatismereligius dan konservatisme sekular de-
ngan penambahan pada komponen kurikulum dan
manajemen, (2) kategori Elite Pendidikan Non Strate-
gisdan Elite Pendidikan Reputasional, menginterpre-
tasi bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional termasuk ideolo-
gi pendidikan liberal kompromistis; karenaterdapat
pengurangan “kadar” model liberalisme padakompo-
nen landasan dan kurikulum. Pendidikan Nasional
Indonesiamasih menggunakan landasan pel estarian
tatanan agamadan sosiokultural dan masih menerima
kehadiran agamadan nilai dalam kurikulum. Ideol ogi
pendidikan Liberal kompromistis mendasarkan pada
komponen manajemen yang desentralistik dan kuriku-
lum yang berisi pengetahuan ilmiah rasional dan tek-
nologi.

KES MPULANDAN SARAN
Kesimpulan

Interpretasi Elite Pendidikan Indonesiatentang
landasan pendidikan nasiona berdasarkan persepektif
O’ Neill, bercirikan ideologi pendidikan konservatif
sosial dan sekaligusbercirikanideologi liberal. Dise-
but bercirikanideologi pendidikan konservatismesosi-
a karenadi dalam landasan pendidikan berisikan nilai-
nilai agamisdan kultural, pembudayaan dan ketela
danan, sertamasih dominannya peran negaraterha-
dap pendidikan. Disebut bercirikanideol ogi pendidikan
liberal, karenadi dalam komponen berisikan pengem-
bangan potens pesertadidik melalui ilmu pengetahu-
an, kebebasan warganegara secarademokratis, pem-
berdayaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Menurut interpretas paraElite Pendidikan Indo-
nesiakomponen kurikulum pendidikan nasional baik
isi kurikulum maupun pengel olaannyamasih menim-

bulkan dualismeyang oposisional. Artinyadi dalam
rumusan pasal-pasal dan ayat- ayat dalam komponen
is dan pengelolaan kurikulum sistem pendidikan nasi-
ond terkandung ciri-ciri ideologi pendidikan konserva
tif danliberal. Dengan katalain kurikulum sebagai ma-
natermaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Ta-
hun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memili-
ki ciri-ciri ideologi Konservatif dan Liberal.

Menurut interpretasi paraElite Pendidikan Indo-
nesiakomponen manajemen pendidikan nasional se-
bagai manatermaktub dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
mengandung ciri-ciri ideologi pendidikan konservatif
danliberal.

Berdasarkan interpretasi Elite Pendidikan Indo-
nesiaterhadap komponen landasan pendidikan nasio-
nal, kurikulum pendidikan nasional, dan manajemen
pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sis-
tem Pendidikan Nasional, berdasarkan perspektif ide-
ologi pendidikan O’ Neill, ideologi pendidikan Indone-
siabisadisebut sebagai ideologi pendidikan konserva
tismesosial revisionisdan sekaligus bisadisebut pula
ideologi liberalisme kompromistik. Disebut demikian
karenaideologi pendidikan Indonesia dapat mema-
suki di keduarumpun ideologi pendidikan sebagaima-
nayang diklasifikasi oleh O’ Neill, denganrevisi dan
kompromi. Disebut Ideologi Pendidikan Indonesia
termasuk konservatisme sosial revisionis, berangkat
dari interpretasi elit pendidikan Indonesia terhadap
komponen landasan pendidikan nasional, kurikulum
pendidikan nasional, dan mangjemen pendidikan nasi-
onal, sebagaimanatertuang dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, berdasarkan perspektif ideologi pendidikan
O’ Neill, mengandung ciri-ciri ideologi pendidikan kon-
servatif sosial, dengan melakukan revisi berupa pe-
nambahan ciri-ciri ideologi pendidikanliberal. Disebut
Ideologi Pendidikan Indonesiatermasuk liberal kom-
promistis, berangkat dari interpretasi Elite Pendidikan
Indonesia terhadap komponen landasan pendidikan
nasional, kurikulum pendidikan nasional, dan mangje-
men pendidikan nasional, sebagaimanatertuang da-
lam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, berdasarkan perspektif
ideologi pendidikan O’ Neill, mengandung ciri-ciri ideo-
logi pendidikan liberal, dengan mel akukan kompromi
berupapenambahan ciri-ciri ideologi pendidikan kon-
servatif, atau pengurangan “kadar” modé liberdisme.



Saran

Implikasi teoretis berdasarkan dari hasil peneliti-
andalamtulisanini adalah menolak pendekatan andi-
sis monolitik, dikotomi tipeideologi pendidikan, dan
linearitas komponen-komponenideologi pendidikan
O’ Neill, dan menerimapendekatan dial ektik Nelson.
Penol akan dan penerimaan tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut. O’ Neill (1981) menggunakan pende-
katan analisismonolitik dalam usahamengel ompok-
kanideologi pendidikan menjadi duarumpun ideologi
yang terpisah yaitu rumpunideologi pendidikan kon-
servatif dan liberal Pendekatan monolitik O’ Neill
(1981) tidak melihat padakomponen kurikulum dan
manaj emen pendidikan, sehinggaideologi pendidikan
sebagai representasi politik pendidikan tidak tampak.
Dengan dasar itu maka pendekatan dial ektik Nelson,
dkk. (1996), lebih tepat untuk menyelami ideologi pen-
didikan danjugapolitik pendidikan, di bandingkan pen-
dekatan monolitik O’ Neill. Berdasarkan hasil pendliti-
anini makake depan, untuk mengkaji ideologi pendi-
dikan sebagai representasi politik pendidikan, pende-
katan monoalitik yang hanyamenyandarkan satu kom-
ponentidak dapat dipertahankan lagi. Ke depan, pen-
dekatan yang lebih tepat untuk menganalisisideol ogi
pendidikan menggunakan pendekatan dial ektik seperti
disarankan oleh Nel son, dkk. (1996) yang menyandar-
kan padatiga(3) komponenideologi pendidikan, yakni
(1) landasan, (2) kurikulum, dan (3) manajemen pendi-
dikan.

Demikian halnya dengan, pandangan O’ Neill
(1981) yang menentukan antaramodel ideologi pendi-
dikan konservatismesosa rdigiusdan mode ideologi
pendidikan konservatisme sosial sekular bersifat diko-
tomis, tidak tepat. Karenahal semacamitu tidak terja
di padaliberalismekompromistik yang memadu anta-
raliberalisme metodis dan liberalisme direktif yang
memang tidak dikotomis. Adanyatemuantipeideolo-
gi pendidikan konservatismesosia revisionisdan libe-
ralisme kompromistik jugamenunjukkan ketidakline-
aran komponen-komponen ideol ogi pendidikan yang
membentuk tipe ideologi tersebut. Ketidaklinearan
itu berarti menolak pandangan O”Neill (181) yang
mengakui bahwakomponen-komponen ideologi pen-
didikan yang membentuk tipeideologi pendidikanter-
tentu selalu linear, dan linieritasnyaditentukan oleh
komponen landasan pendidikannya.

Temuan berupakonsep tipeideologi pendidikan
konservatisme sosial revisionisdanideologi pendidik-
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an liberalismekompromistik, keduanyamenunjukkan
adanyaprosesdenasionalisasi sistem pendidikan In-
donesia sejalan dengan pandangan Nelson, dkk.
(1996:249) mengenai prinsip demokratisasi dan pem-
berdayaan, diversitas pengembangan kurikulum nasi-
onal yang harusmemeliharakepentinganlokal (main-
taining local interest), dan manajemen pendidikan-
nyalebih bersifat desentralistik. Hal yang demikian
jugaterdapat dalam sistem pendidikan di negara-ne-
gara persemakmuran (Inggris, Australia, dan Kana-
da).

Tipeideologi pendidikan konservatisme sosial
revisonisdanideologi pendidikan liberdismekompro-
mistik, keduanyatidak termasuk golongan ideologi
pendidikan kritiskarenakeduanyatidak menunjukkan
adanya gerakan-gerakan merubah tatanan politik. Ti-
dak seperti halnya gerakan-gerakan perubahan yang
ditampilkan olehtipeideologi pendidikan fundamenta
lis, intelektualis, liberasionis, maupun anarkhismeyang
dikemukakan O’ Neill. Dengan katalain, dapat dika
takan bahwatipeideologi pendidikan konservatisme
sosial revisionisdanideologi pendidikan liberalisme
kompromistik adalah depolitik. Depolitik ini berten-
tangan dengan ide politik pendidikan kritis, seperti
politik pendidikan Freire (2004) atau peniadaan seko-
lah1llich (1971/2000). Depolitasasi itu, jugaberten-
tangan dengan mode ideologi pendidikan liberasionis-
me yang diterapkan pada sistem pendidikan Mesir
dan Belanda, karenadi keduanegaraitu sistem pendi-
dikan ditujukan untuk melakukan perubahan tatanan
politik. Sistem pendidikan Mesir bertujuan penegakan
demokrasi dan pembentukan individu yang demokra-
tis, sedangkan sistem pendidikan Belandabertujuan
untuk pembaruan tatanan politik. Depolitik pendidikan
Indonesiajugabertentangan ideol ogi pendidikan fun-
damentalisme seperti yang dipraktikkan di Cina, Ku-
ba, Arab, Iran, Korea Selatan, dan Perancis. Sistem
pendidikan di Cinabertujuan untuk perbaikan tatanan
sosial sesuai dengan pembangunan sosialis, dansis-
tem pendidikan Kubayang bertujuan untuk perbaikan
tatanan sosial sesuai dengan nilai dan budayakomu-
nis, Arab dan Iran yang bertujuan untuk pengembang-
an potensi individu sesuai dengan nilai agama dan
budaya Islam, sistem pendidikan di Korea Selatan
dan Perancis yang bertujuan untuk pengembangan
nasionalisme.

Dasar dan falsafah negara Pancasila dan Un-
dang-Undang Dasar 1945 bersifat baku, tetap dan
tidak berubah. Merubah dasar negara dan falsafah
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negara berarti membubarkan Negara K esatuan Re-
publik Indonesia. Sedangkan ideol ogi pendidikan da-
pat berubah, bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuh-
an.

Dengan demikian, sesuai dengan hakekat suatu
ideologi pendidikan bersifat dinamisdan kontekstual
relevan dengan kebutuhan (berbedadengan falsafah
dan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 yang
tetap) ke depan sistem pendidikan nasional hendak-
nyaberideologi pendidikan kontekstual, berpalitik,
mengambil jalur pendidikan kritis, yang menampilkan
gerakan yang pasti. Pendidikan kritis yang menam-
pilkan gerakan yang pasti harusrelevan dengan kebu-
tuhan masyarakat, dalam usaha untuk melakukan
perbaikan tatanan politik yang lebih berpihak kepada
masyarakat untuk menggapai kesejahteraan yang
berkeadilan.
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